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BUPATI HALMATIERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR t?\ /KPTS/ vLu 12022

TENTANG

PENUNJUI(AN BENDAI{ANA PEITGELUARAN
PAI}A SATUAN KER.IA DINAS PEKER.IAAN UMTIM DAN PENATAAIY RUAilG

KABUPATEIII HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2A22

Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

C.

BUPATI HALIIIAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan
Daera-h sebagaimalna diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu meaunjuk
Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2O22;

bahwa Saudara DARtrIIIt HAMID,S.Ip Nip. 19821216 200801 1
012 yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta
mampu melaksanakan tugas sebagai Bendahara pengeluaran
pada satuan keq'a Dinas Pekeg'aan Umum dan penataan Ruang
Kabupaten Halmahera Barat;

batrwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O22;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L9ST tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Datam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
uadang;

2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo3 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. undang-undang Nomor 17 Tahun 2oos tentang Keuangan
Negara;

5. undang-undang Nomor 1 Tahun zao4 tentang perbendaharaan
Negara;
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6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah;

7. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil
Negara;

8. undang-undang Nomor 23 Tahun 2a14 tentang pemerintahan
Daerah:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 2z rahun 2oL4 tentang
Fengelolaarr Barang Miiik i.legara/ Daerah;

l l.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zolg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun 2oor tentang
Pedoman Teknis Pengeloiaan Barang Miiik Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2076 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Hal"mahera Barat;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

l6.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2a rahun za2l
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur organisasi
Perangkat Daerah;

l7.Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O22;

surat Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Kab.
Halmahera Barat Nomor: 600 / org /pupR-HB /wr/ 2022, perihal:
Usulan Pergantian Bendahara.

utMuTusKAlf :

Menunjuk Saudara DARWII{ HAMID,S,Ip Nip. I9B2t2t6 200801
1 aLz sebagai Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Helm4hg16
Barat.

Bendahara Pengeluarall ssfoagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
dalam meLaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

$pesi{ikasi tanda taugan dan paraf Bendahara pengeluaraa
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut

KETiGA
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TANDA TANGAN PARAF

KEBMPAT Dengan berlakunya Keputusan hi, maka Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pada Satuan Kery'a Dinas Pekery'aan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Halrnahera Barat yang berlaku sebelumnya
dinyatakan dicabut dan tidak beriaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailoio
3o ,.+!t 2a22

BUPATI BARAT,

JAIYIES UANG

Temhusrr;n r Disarnpaikan kepatia Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailoio,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs
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